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 Bab 5 

Penutup 

5.1 Kesimpulan  

Harga rumah yang semakin lama kian meningkat membuat masyarakat 

mengalami kesulitan untuk membeli rumah yang layak dengan harga terjangkau. Hal 

tersebut terjadi karena semakin meningkatnya permintaan rumah yang tidak diimbangi 

oleh peningkatan pada ketersediaan rumah. Oleh karena itu, menyebabkan timbulnya 

permasalahan dalam keberlanjutan perumahan di Indonesia salah satunya yaitu harga 

rumah tidak terjangkau dengan pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga.  

Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak di Indonesia, bahkan sebesar 60,1% penduduk di Indonesia bertempat tinggal 

di Pulau Jawa. Dengan kondisi tersebut menyebabkan jumlah backlog di Pulau Jawa 

mencapai 6.133.617 ruta yang merupakan jumlah backlog terbesar dibandingkan pulau 

lainnya di Indonesia. Backlog tersebut mencerminkan bahwa terjadi ketidakseimbangan 

antara permintaan rumah dan jumlah rumah yang tersedia. Oleh sebab itu, dengan 

tingginya jumlah backlog yang terjadi di Pulau Jawa menyebabkan harga rumah menjadi 

semakin meningkat bahkan harga rumah tersebut mampu melampaui pendapatan yang 

diterima oleh suatu rumah tangga. Dengan begitu, harga rumah menjadi semakin tidak 

terjangkau.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

harga rumah disetiap kabupaten dan kota di Pulau Jawa sudah terjangkau oleh 

pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

permintaan rumah terhadap indeks keterjangkauan. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui apakah harga rumah disetiap kabupaten dan kota di Pulau Jawa telah 

terjangkau oleh pendapatan masyarakat dengan menghitung indeks keterjangkauan 

menggunakan konsep keterjangkauan penghasilan (income affordability). Indeks 

keterjangkauan dengan konsep keterjangkauan penghasilan tersebut dihitung dengan 

suatu rasio atau perbandingan antara harga jual rumah terhadap penghasilan rumah 

tangga. Setelah mendapatkan nilai indeks keterjangkauan, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel permintaan rumah terhadap indeks 

keterjangkauan. Variabel yang digunakan ialah jumlah penduduk, PDRB per – kapita, 

dan jumlah pengangguran.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 119 kabupaten dan kota di Pulau 

Jawa terdapat 74 wilayah dengan harga rumah telah terjangkau oleh pendapatan rumah 
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tangga. Sedangkan, masih terdapat 45 wilayah dari 119 kabupaten dan kota di Pulau 

Jawa yang masih belum terjangkau oleh pendapatan rumah tangga. Dari hasil 

perhitungan tersebut, Kota Kediri memiliki indeks keterjangkauan terendah karena 

besarnya pendapatan rumah tangga yang dicapai Kota Kediri. Dengan begitu, harga 

rumah di Kota Kediri paling terjangkau oleh pendapatan masyarakatnya dibandingkan 

kabupaten dan kota lainnya di Pulau Jawa. Disisi lain, Kota Tangerang Selatan memiliki 

nilai indeks keterjangkauan tertinggi dari 119 kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Hal 

tersebut terjadi karena harga rumah di Kota Tangerang Selatan merupakan yang 

tertinggi kelima dari wilayah lainnya di Pulau Jawa. Tingginya harga rumah tersebut tidak 

sebanding dengan pendapatan rumah tangga yang diperoleh sehingga menyebabkan 

Kota Tangerang Selatan memiliki nilai indeks keterjangkauan tertinggi.  

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB per – kapita 

signifikan secara statistik memengaruhi indeks keterjangkauan. Sedangkan, jumlah 

pengangguran secara statistik tidak memengaruhi indeks keterjangkauan. Jumlah 

penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya akan menyebabkan permintaan 

terhadap rumah pun ikut meningkat. Dengan begitu, dibutuhkan ketersediaan rumah 

yang memadai untuk mengimbangi permintaan rumah yang terus meningkat tersebut. 

Akan tetapi, kelangkaan lahan dan sulitnya izin untuk membangun rumah menyebabkan 

ketersediaan rumah tidak mampu mengimbangi permintaan rumah. Oleh sebab itu, 

harga – harga rumah menjadi semakin mahal sehingga tidak lagi terjangkau oleh 

pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah penduduk signifikan 

dalam memengaruhi indeks keterjangkauan. 

Selain jumlah penduduk, PDRB per – kapita juga secara statistik memengaruhi 

indeks keterjangkauan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan PDRB per – kapita 

mampu meningkatkan pendapatan dan kekayaan sehingga mendorong masyarakat 

untuk meningkatkan standar hidupnya. Dengan begitu, peningkatan PDRB per – kapita 

mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah yang layak. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka PDRB per – kapita signifikan dalam 

memengaruhi indeks keterjangkauan. Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data 

bahwa jumlah pengangguran tidak memengaruhi indeks keterjangkauan turut 

memunculkan indikasi. Indikasi tersebut ialah kurangnya relokasi geografis dan 

mobilitas tenaga kerja yang rendah karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah 

menyebabkan jumlah pengangguran tidak berpengaruh. Hal tersebut didukung pula oleh 

beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap keterjangkauan harga rumah.  
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5.2 Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini dinilai masih memiliki beberapa 

kekurangan. Sadar akan adanya kekurangan dalam penelitian ini, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam rangka penyempurnaan pada penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam melakukan perhitungan indeks keterjangkauan lebih baik menghitungnya 

bukan hanya menggunakan konsep keterjangkauan penghasilan (income 

affordability) saja. Akan tetapi, diperlukan pula menghitung indeks 

keterjangkauan dengan konsep keterjangkauan mencicil (repayment 

affordability) dan konsep keterjangkauan sisa penghasilan (residual income 

affordability). Hal ini dilakukan agar aspek – aspek kredit kepemilikan rumah dan 

aspek biaya non – perumahan dapat dimasukkan dalam perhitungannya.  

2. Perlu menambahkan variabel dari sisi penawaran perumahan, seperti harga 

lahan dan jumlah perumahan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan 

informasi yang lebih mengenai dampak dari sisi penawaran perumahan terhadap 

indeks keterjangkauan. 

3. Perlu memperhitungkan nilai lingkungan yang dapat memengaruhi 

keterjangkauan harga rumah. 

4. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang tepat agar harga rumah bisa 

terjangkau pada seluruh masyarakat salah satunya dalam NJOP, biaya kontruksi 

yang murah, dan bahan – bahan material yang terjangkau. 
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